BAB IV
ANALISISPUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

PERKARA NO.1047/Pdt.G/2006/PA. Pbg

A. AnalissHukum Formil
Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannyahadelagan hukum
acara yang menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaaatifrelan kekuasaan
absolut®
1. Kewenangan Absolut PA

Kata wewenang atau kekuasaan pada umumnya dimaksadkilah
kekuasaan absolute. Kekuasaan absolute Peradilama\disebut dalam
pasal 49 dan No. 55 UU No.7 Tahun 1989 tentangdgaraagama yang
diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbBeypgadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriks, memutusmnedagelesaikan
perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-ogagang beragama
Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, &hb Wakaf, Zakat,
Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syari%h.

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tal9#0 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yaagih tetap
berlaku berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.4 m&@04 tentang
kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa lingkungaadign Agama

adalah salah satu peradilan “khusus” sama halnygaskePeradilan Militer

* Basiq Djalil,Op Cit.h.138
* penjelasan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentaragifan Agama
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dan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara yelaksanakan
fungsi kewenangan mengadili perkatertentu” dn terhadap rakyat
“tertentu” >’ Dalam pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubatn U
No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyataianhwa Peradilan
Agama merupkan salah satu pelaksana kekuasaaniikeimakagi rakyat
pencari keadilan orang beragama Islam mengenaageiiertentu yang
diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, sepanjang aeraalpenulis,
bahwa sengketa akad pembiayaan Musyarakah adataiketa praktek
perbankan syari'ah yang merupakan salah satu sengk&onomi
Syari'ah. Dengan demikian, sengketa tersebut kemgara Absolute
Peradilan Agama Purbalingga. Secara kewenangaiveglsengketa akad
Pembiayaan Musyarakah berada dalam wilayah hukumga@dan Agama
Purbalingga, karena pihak tergugat berada di whiggaidiksi/ kekuasaan
Peradilan Agama Purbalingga.

. Kewenangan Relatif PA
Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan komgetelatif
adalah pasal 54 UU No0.9 Tahun 1989 telah menyataikknm acara yang
berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah rhukoara perdata
yang berlaku pada lingkungan peradilan umum., Isala untuk
menentukan patokan kewenangan relatif pengadilamagnerujuk pada

ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo [#sdhn pasal 73 UU

*" Chatib Rasyid, op cit, h. 11
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No.7 Tahun 1989 penentuan kompetensi relatif ldetiidak dari aturan
yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugasgokah agar
gugatan memenuhi syarat forrril.

Kewenangan relative telah dirumuskan oleh Ridwamh&ni
(1988:30) sebagai kewenangan atau kekuasaan Pemggaling satu jenis
berdasrkan daerah atau wilayah hukum. Dengan lata wewenang
relatif adalah wewenang dalam mengadili perkaraddsarkan pada
wilayah atau tempat domisili. Dimana setiap perkaag diajukan harus
berdasarkan pada wilayah hukum masing-masing péagadTidak
diperkenankan mengadili perkara diluar wilayah.

a. Wilayah Hukum para Pihak

Mengajukan permohonan gugatan diluar wilayah hukum
tergugat tidak dibenarkan, karena hal tersebutgdiap pemerkosaan
hukum terhadap kepentingan tergugat. Karena dalainbdrperkara
penggugat harus berani tampil dihadapan tergugat @érkara yang
disengketakan. Tidak adil ketika didasarkan padayah kedudukan
penggugat®

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas
kompetensi relatif mengadili bagi setiap lembagaagitan, sekalipun

perkara yang disengketakan termasuk yuridiksi atesdingkungan

8 M. Nur Rasyid, SHHukum Acara PerdatsSinar Grafika, Jakarta, 1999.
%9 Yahya HarahapHukum Acara Perdatggugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian,
dan putusan Pengadilan)akartaSinar Grafika, 2008, h.192



76

peradilan yang terkait, namun kewenangan absodlutéibatasi oleh
kewenangan mengadili secara relafiVe.
b. Pemanggilan Para Pihak
Tentang cara pemanggilan yang sah menurut hukuaturdi
dalam pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR sertaldadan pasal 6 ke-
7rv. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikkasikan tata cara
pemanggilan yang berdasarkan pada diketahui adaknya tempat
tinggal tergugat atau orang yang dipanggil. Dengdamikian
pemanggilan didasarkan pada:
1. Tempat tinggal tergugat,
Panggilan disampaikan pada alamat tempat tinggajuget,
langsung dengan yang bersangkutan, ketika tidakreadaa dapat
disampaikan kepada kepala desa setempat.
2. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui,
Dalam hal tempat tinggal tidak diketahui, maka dmlgurat
dipertegas bahwa alamat tergugat tidak diketahuoarse pasti,
berdasarkan keterangan dari kepala desa setemp#th Burat
disampaikan pada bupati, sehingga diumumkan, dbgejan cara
menempelkan pada pintu umum kamar persidangan &iénga
Negeri. Jarak waktu pemanggilan dapat diklasifkasi sebagai

berikut: dimana tempat tinggal tergugat tidak jdan pengadilan ,

% Yahya HarahapQp Cit, h.191.
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maka waktunya 8 (delapan) hari, ketika agak jauktuweya 14
(empat belas hari), ketika jauh 20 (dua puluh).fari
c. Pembuktian para pihak dan Putusan
Pembuktian adalah merupakan hal yang sangat kosmdedlam
proses litigsi. Sistem pembuktian yang dianut hukagara perdata,
tidak bersifat stelse negatif menurut UU sebagaandalam proses
pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebendrarus
dibuktikan dengan alat bukti, sekurang-kurangny@wa) alat bukti
secara sah menurut hukum, selain itu harus didukdaggan
keyakinan hakim dalam kebenaran keterbuktian kieaalderdakwa.
Akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan alasaebet diatas, karena
putusan No0.1047/PDt.G/2006/PA Pbg tentang sengkakad
pembiayaan al-Musyarakah adalah merupakan putusenstei.
®2apabila dalam persidangan pertama para tergugs kliddir, maka
hakim boleh menjatuhkan putusan secara versteku A&&im boleh
melakukan pemanggilan sekali lagi, namun ketikaim#dak hadir
maka hakim boleh melakukan putusan atau dipanggdlslagi untuk
yang terakhir.
Sebagaimana pada penjelasan bab sebelumnya, teledikah
tentang kasus sengketa Perbankan Syari'ah, yaiturkanze
N0:1047/Pdt.G/2006/PA. Pbg tentang pembiayaan Makga dan

mengabulkan sebagian permohonan penggugat dengestekye di

%1 |bid, h.222-225
%2 |bid, h.498
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Pengadilan Agama Purbalingga, dalam isi putusaselbeit Pengadilan

Agama Purbalingga telah memutuskan:

1. Menyatakan para tergugat yang telah dipanggil segatut tidak
hadir,

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek setukgian,

3. Menyatakan para tergugat telah melakukan Wanpirgstas

4. Membatalkan akad perjanjian pembiayaan Musyarakah
N0:123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005

5. Menghukum tergugat untuk membayar penggugat uahgsae Rp.
37.071.569,{ tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu Intatus
enam puluh Sembilan rupiah)

6. Membebankan biaya perkara kepada pihak tergugat tyaibul dalam
perkara senilai Rp. 261.00@gua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

7. Menolak dan tidak diterima sebagian dan selairbgaiga.

Dalam halnya putusan atas sengketa pembiayaan kiksya
perkara No.1047/Pdt.G/2006/PA Purbalingga, yangjademlasar hukum
formil yang digunakan Peradilan Agama Purbalinggéam memutus
perkara ini adalah:

1. Bahwa para tergugat tidak hadir dipersidangan @#ak tmenyuruh
orang lain untuk hadir sebagai kuasanya atau wgakilpadahal telah
dipanggil secara patut dan sah, maka putusan at&arp ini dapat
diputuskan dengan verstek. Hal tersebut sesuaiatiepgsal 125 HIR

dan dalil syari dalam kitabanatut ThalibienJuz IV halaman 238
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yang Artinya : Memutus atas tergugat yang ghoibi ddtayah
yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangebab tawariz
atau ta’azuz adalah boleh apabila penggugat menaptujyan.

2. Bahwa Menurut Prof. Subekti, SH, bahwa debitur tapkatakan
Wanprestasi/ lalai apabila tidak memenuhi kewajilyan atau
terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tg#skiai yang
telah diperjanjikan, maka tergugat harus dinyatak@mprestasi.

Sejauh pemahaman Penulis, membenarkan adanya pwersaek oleh
majelis hakim dalam perkara tersebut, karena alasesebut dibenarkan
secara hukum, dimana pihak tergugat telah diparggghra patut dan sah
secara hukum, meskipun dalam hukum materiil parakpharus hadir dalam

persidangan.

. AnalissHukum Materiil

Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur tenga@raturan -
peraturan terkait kepentingan-kepentingan yang lyedv perintah dan
larangan dimana dalam suatu putusan terhitung dalaetu pertimbangan
hukum.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponeimgedalam
suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi p#yak pyang berperkara
tentang putusan yang diambil baik dalam bentukridige di tolak, maupun

dalam bentuk putusan yang lain.
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1. Menurut Hukum Positif

Tentang pertimbangan hukum putusan ini tertuangnigasal 178
ayat 1 HIR, atau pasal 189 Ayat 1 RBg. Jo Pas&@J@2310.14 tahun 1970
adalah sebagai berikut:

Pasal 187 HIR berbunyi:

"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib
mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikekankaleh kedua
belah pihak” .

Pasal 189 ayat (1) Rbg, berbunyi :

"Dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya niHakarus
menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukd&arpara pihak”.

Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 berbunyi:

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuatnaddasan dan
dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasalltpetentu, peraturan
yang berkaitan dengan atau sumber hukum tak t®rjng dijadikan
dasar untuk mengadili”.

Yang dimaksud dengan alasan hukum adalah kaidalatkdiukum
kanun (regel van het objectieve recht#)\pabila para penggugat dalam
surat gugatannya atau secara keliru menggunakaar gagatan maka
hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan sedggan hukum,

supaya menang kalahnya suatu pihak menjadi térang.

%3 Soepomo, Prof. DQp Cit, h.33
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Sedangkan kata lazim yang digunakan dalam pertigdramakim
yaitu, dengan kata-kata “menimbang” dimana dasgmpleangan hukum
yang lazim dijadikan dasar di Peradilan Agama pogli2 hal, yaitu:
peraturan perundang-undangan dan hukum Syara’.

Dari perkara N0.1047/Pdt.G/2006/PA Purbalingga, gadian
mengadili dengan putusan:

1. Menyatakan para tergugat yang telah dipanggil segatut tidak
hadir,

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek setukgian,

3. Menyatakan para tergugat telah melakukan Wanprgstas

4. Membatalkan akad perjanjian pembiayaan Musyarakah
N0:123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005

5. Menghukum tergugat untuk membayar penggugat uabhgsae Rp.
37.071.569,{ tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu linratus
enam puluh Sembilan rupiah)

6. Membebankan biaya perkara kepada pihak tergugat tyaibbul dalam
perkara senilai Rp. 261.00@gua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

7. Menolak dan tidak diterima sebagian dan selairbgatga.

Secara Materiil putusan dengan verstek dapat dikenaliterima
apabila tergugat telah dipanggil secara sah daut, s#rta ketidakhadiran
pihak tergugat disebabkan oleh suatu alasan yangrsmurut hukum

sesuai dengan pasal 126 dan Pasal 125 ayat (1).
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1. Pengadilan Negeri dapat, sebelum mengambil sugtutksan untuk
memerintahkan supaya tergugat untuk kedua kalilpandgil lagi pada
hari siding lain,

2.Gugatan dikabulkan dengan Verstek, apabila nyatia ggengadilan
Negeri, bahwa gugatan tidak berstandar hukonrechmatiq),bunyi
pasal 125 ayat (1)

Berdasarkan pada pasal tersebut diatas maka, mékgalgugatan
dengan Verstek dapat dibenarkan karena secaraiimbtdritu sesuai
dengan aturan undang-undang. Adapun Verstek agelatyataan bahwa
tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukumradaarus datang.
Verstek dapat dinyatakan, apabila tergugat tidatargdp pada siding
pertama. Namun jika pada sidang pertama hadirngkda siding kedua
hadir maka tidak dapat diputuskan dengan verstakkdn perkara akan
terus diperiksa sebagai perkara bi¥sa.

Adapun tergugat telah melakukan Wanprestsi peganjakad
pembiayaan Musyarakah No0.123/MSA/VII/05 tertangg@l Juli 2005,
dimana tergugat telah mengalihkan penggunaan madaha yang
diterima tidak sesuai dengan isi perjanjian yaitulh usaha dagang gula

merah dan kelontong, namun dialihkan untuk keparlai.

% Soepomo, Prof, Dr, SHHukum Acara Perdata Pengadilan NegeRT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 1994, h.33
% Soepomo, Prof,Dr. SHOp Cit h.34
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2. Menurut Hukum Islam
Berdasarkan hukum Islam, Hal tersebut menurut gyeatd Dr.

Wahab az-Zuhailidi, bahwa akad perjanjian yangktidilaksanakan atau
dialihkan pelaksanaannya dari satu pekerjaan kepmedarjaan lain
(sebagaimana sengketa ini), maka akad perjanjiaelih berakhif®

Hal ini juga dipertegas dalam al-Qur’an surat alidda ayat (1),
yang artinya“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akia’,
serta berdasarkan pada dalil yang lain.

Berdasarkan dalil Syari dalam kitabanatut Thalibien juz IV

halaman 238 yang berbunyi:

&Moﬁo\}@jjﬂjbbﬁew\u&ﬂﬂeﬂw~.—=3L'°<:Jr—eb;;ﬂb

Artinya : "Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah ysdatau
tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawaatau
ta’azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyaat.

Perkara No0.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg adalah merupakangketa
Perbankan Syari'ah yang mana terkait pemnbiayaasysdakah. Dalam
perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi/ lagla tergugat. Menurut
hokum islam dalam sebuah ikatan perjanjian yangaliketika terjadi karena
disebabkan kelalaian salah satu pihak, maka penamgrsebut dinyatakan
batal. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan pagarain surat al-Maidah

ayat 1 dan Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmidan Daaruqutni, yang

artinya : "Orang-orang Islam terikat pada akad gmgian yang mereka buat”.

% Az-Zuhailidi WahabKitab al-Fighul al Islamy wa Adhilatuhluz IV, h.277
67 Kitb lantut tholibin,Op Cit h.228
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Serta berdasarkan kitad-Fighul Islamy Waadillatutbahwa perjanjian yang
tidak dilaksanakan, atau dialihkan pelaksanaanmyasadtu kegiatan kepada
kegiatan lain, sebagaimana pada perjanjian inkanp&rjanjian tersebut dapat
dibatalkan (fasakh), dengan dihalalkannya akad perjanjian tersebut maka
perjanjian tersebut telah berakffir.

Dalam pemahaman penulis, Ada beberapa hal yarg gerhatikan
dari perkara nomor :1047/Pdt.G/2006/PA.PBg, bahygumatan pembiayaan
al-Musyarakah tersebut adalah merupakan sengkethar@n Syari'ah
terkait pembiayaan syari'ah. Dimana gugatan tetssbcara hukum materiil
belum diatur dalam peraturan perundang-undangaarasgelas. Bagaimana
cara menyelesaikannya, namun dalam hal ini hakdaktiboleh menolak
perkara yang diajukan karena dengan dalih bahwarhoka belum ada/ tidak
ada atau tidak jelas hukumnya. Karena hakim dikarusmenerima,
memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kegada

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No.14 7d9r0 Pasal 2
Ayat (1) “Penyelenggara kekuasaan Kehakiman tewoantalam pasal 1
diserahkan pada badan-badan Peradilan dan ditetapkalang-Undang,
dengan tugas pokok untuk memeriksa dan mengadila seenyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Meskipun hukum positif secara tegas tidak mengatenyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari'ah termasuk Perbankan @yarihamun apabila

dilihat dari suatu sumber hukum yang dapat dijatikabagai dasar Hakim

8 Azzuhidi, 122
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dalam memberikan putusan antara lain adalah sebaghkut, yaitu; peraturan
perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudéagiak dan doktrin
hakim yang menangani perkara terkait.

Dalam alasan hukumnya menyebutkan bahwa, dasarmhukang
dijadikan pertimbangan hukum adalah ketentuan-keéen dalam
yurisprudensi, peraturan tentang perbankan, datridok

Dalam hal pengambilan putusan berdasarkan yurispsid periu
ditegaskan bahwa Indonesia tidak menganut asasdenels bahwa dimana
hakim tidak terikat dengan putusan-putusan hakipelsennya/ dahulu dalam
perkara yang serupa. Sekalipun dewasa ini banykiknhgang menjatuhkan
putusan perkara berdasarkan pada putusan hakimsgdedumnya/ terdahulu
atau peradilan diatasnya, namun hal tersebut balkablkerarti merubah
asasnya, sebagaimana yang dianut Negara anglasakso

Sedangkan hubungan Hakim terhadap hakim yang laiand hal
putusan, atas hakim yang dahulu/sebelumnya bukaartbesemata-mata
meniru, akan tetapi terdapat suatu alasan terseddinana putusan hakim
yang sebelumnya masih relevan dengan kasus yajaglitserta memiliki
nilai-nilai keadilan yang sama sehingga relevan udidkan dalam
menyelesaikan kasus dewasa ini.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut diatas, makaruhepenulis
dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Perbag&sdials secara tekhnis
pada Peradilan Agama tidak terdapat problem yapgndiang cukup besar

atau krusial. Dimana hanya belum adanya peratpemindangan yang
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mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengki#@nRan Syari'ah secara
khusus, sehingga membuat hakim harus senantiasggalemukum secara
keras dalam rangka melaksanakan kewenangan peradjEma yang baru
setelah adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ammamdéJU No.7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 24 bahwa Perafldgama
merupakan salah satu Peradilan yang berada dibEelallasaan Kehakiman
yang berhak untuk menyelesaikan sengketa bagi amamy Islam. Orang
boleh berpendapat lembaga peradilan lain bisa nhesgikan sengketa
perbankan syari'ah namun hak tersebut hanya bestenatif penyelesaian
untuk mempermudah dan mempercepat proses penygelgsakara yang ada.

Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa secam@atibkewenangan
dalam sengketa Perbankan Syariah secara absold&daha menjadi
kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut semakpertdgas setelah
lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan i'@jiarSebagaimana
bunyi pasal 55 ayat (1) bahwa : Penyelesaian stmdkerbankan Syari'ah
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peaadigama.

Memperhatikan kewenangan tersebut, dilihat dari elasgilosofi
menunjukkan perkembangan kebutuhan hukum masyardkegtadap
kesadaran menjalankan syari’at islam sebagai koesek dari keyakinannya,
semakin tinggi. ini memberikan pengertian bahwagiisme hukum harus

diterima sebagai realitas yang majemuk dalam kegaiduermasyarakat.
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Kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa Perb&yaiah serta
ekonomi syari’ah yang lain, tidak dapat lepas tiaioris, artinya munculnya
dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan/ menyeryikan dinamika
sosial dibelakngnya.

Sejauh pemahaman penulis, kewenangan dalam peaigglesengketa
Perbankan Syari’ah adalah merupakan kewenangadiRerdgama, karena
sengketa Perbankan Syari'ah adalah merupakan salalsengketa ekonomi
syari’ah, dan merupakan sengketa yang ada diaotang-orang Islam. sudah
sewajarnya ketika urusan tersebut diselesaikanlmé&aradilan Agama.

Meskipun dalam klausul ada penyebutan lembaga lairsalnya:
lembaga mediasi atau arbitrase syari’ah, akanitetdpersebut hanya bersifat
alternatif penyelesaian, dalam rangka untuk mempeéam dan mempercepat
penyelesaian. Karena secara absolute kewenangayelgssian sengketa
Perbankan Syari’ah menjadi kewenangan Peradilamaga

Akan tetapi pasca lahirnya UU no.21 tahun 2008atantperbankan
syari'ah sebagaimana bunyi pasal 55 ayat 2 tenpe@myelesaian sengketa,
kewenangan peradilan agama dalam hal sengketa mk@yari'ah menjadi
hambar kembali, dimana pada ayat yang kedua tdrggtantumkan klausul
peradilan yang lain untuk menyelesaikan sengkeif) yeradilan Umum.

Dengan demikian, dalam pemahaman penulis hal terséarus
dipecahkan agar tidak terjadi ambigu atau dualiemdaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Hal iemtubya perlu

mendapatkan perhatian serta kewaspadaan bagi umusdim, dimana hal
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tersebut merupakan upaya untuk menjauhkan ajaramagdslam. Sengketa
ekonomi syari'ah adalah merupakan sengketa dibidaradktek Syari’ah

sangat tidak tepat dan tidak logis ketika hal tewsediselesaikan oleh

Lembaga Peradilan Umum.



